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Pembentukan Koopssusbag Harus
Disesuaikan UU Antiterorisme Baru

Jakarta, Pelita

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
Agus Harmanto menilai pembentukan Komando
Qperast Khusus' Gabungan harus disesuaikan
dengan Undang-Undang Antiterorisme: baru
yang saat ini masth dalam proses pembahasan
di tingkat Panitia Khusus DPR. »

“Tentunya harus disesuatkan
dengan UU yang ada. UU Antiter-
orisme yang direvisi dan sebentar
lagi akan kita berlakukan, kare-
na kita tinggel menunggu penge-
sahan, dalan artian finalisasi ke-
mudian disahkan,” kata Agus di
Kompleks Parleren Jakarta, Ka-
mis (17/9.

Dia menlai kerja sama fugas
NI dan Polri dalam menangani
aksi terorisme sangat dimung-
kinkan sehingga harus diatur
dalam aturan UU yaitu dalam
UU Antiterorisme.

Menurut dia, tugas TNI-Polri
dalam penanggulangan terorisme

sudah diatur dalam UU TN dan-

U Polri sehingga petfu UU Anti-
terorisme yang mengatur koord
nasi antar kedua institusi terse-

but dalam menenggulangi aksi
teror.

Dikatakan Agus adalah wajar
jika NI dikerahkan saat ini un-
tukmenanggulang oksi terorisme
karena: militer memillki kemar-
puan melawan teroris. ‘Karena
memang TNI dan Polr sendir
banyak mempunyai keahlian-ke-
ahtn di idang n bidang intel

jen yang epabia kemampuan ini

digabung tentunya akan menjadi
mantaat yeng tertinggi bagi nusa
bangsa dan negara,’ ujamya.

la menyebutkan -pembentu-
kan Koopssusgab tidak berten-

tangan dengan UU yarigadakare-

na sejak dulu sudah biasa TN dr

perbantukan unfuk tugas Polr.
Oleh karena itu, tuturnya, TN

dapat dilibatkan sewaktu-waktu

dalam penanggulangan terorisme
ketika negara membutufiken per-
annian,dari instisi fersebut.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul
Sani‘pun senada bafwa pemben-
fuikan Koopssusgab sebaiknya di-
lakukan setelab revist UU Nomor
15 tahun 2003 tentang Pember-
antasan Terorisme disetuui men-

i UU.

“Hal itu karena dalam pasal
tentang pelibatan TN yang telah
disepakati diPansus RUU Anti-
terorigme dibukaperan serta ataul
pethatan TN dela, penanggy-
langan ferorisme dalem pasal 7
ayat 2 UU tentang TN keta Ar-
sul di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan dalain Pas-
a7 ayet2UUnomor34 tehun
004 tentang TN, disebutkan pel-
ihatan TNI dlam penanggulan-
gan terorisme dengan ketentuan
dan mekanisme yang harus ditu-
angkan dalam sebuah Peraturan
Presiden (Perpres).

" Menurut dia, Perpres tetsebut
disustn derigan konsultasi DPR
sehagai sebuiah keputusan poli
tik negara yang memberikan we-
wenang kepada Presiden untuk

melibatkan TNl dalam penangg-
langan terorisme,

“Hal itu berdasarkan kebu-
fuhan situasional tanpa harus
herkonsultast lagi dengan DPR
untuk setiap kasus terorisme
yang Sedang ihadapi” ujamya
sepert cikutip Antara, Dia meni-
Jai i Perpres tersebut bisa saja
Presiden memilih untuk mem-
henfuk Kopasgabsus.

Sebelumnya Kepala Kantor
Staf Kepresidenan Moeldoko me-
nyataken Presiden Joko Widodo
sudah mengizinkan pembentu-
kan Komando Operast Khusus
Gabungan (Koopssusgab) untuk
memberantas eror;

“Untuk Komando Operasi
Kiisus Gabungan TN sudeh dir-
esfut oleh Presiden dan diresmi-
kan kembali oleh Panglima TNL
Tugas-fugasnya untuk apa, pasti
karena pasukan disiapkan secara
baik, baik secara kapesitas, mere-
lca setiap saat bisa dikerahkan ke

penyift mana pun secepat-oepat-

riya. Tugasnya sepert apa, akan
dikomunikasikan antara Kapol-
1l (Jenderal Polis Tito Karnavian)
dengan Panglima TNI (Marsekal

NI Had: Tjahjanto),” kata Moel
doko di lingkungan Istana Ke-
presidenan Jakarta, Rabu (16/9).

Koopssusgab merupakan
tim antiferor gabungen tiga ma-
tta TNI. Pastikan ini berasal dari
Sat-81 Gultor Komando Pasu-
kan Khusus milik TNI Angkatan
Darat, Detasemen Jalamangkara
TNI Angkatan Laut dan Satbravo
90 Komando Pasukan Khas dari
TNI Angkatan Udara.

“Tidak perlu menunggu revist
UU Anti-terorisme, pasukan itu
sudah disiapkn, tidak perlu pe-
yung hukum,” kata Moeldoko.

Menurut dia, Koopssusgab
berada i bawah komando Pan-
glima TN Marsekal Hadi Tjah-

janto dan ini merupakan oper-

asi yang dijalankan untuk lang-
kah preventif agar masyarakat
merasa tenang,

“Saat i terjadi hukum alam,
hukum aksi dan reaksi. Begitu
teroris melakukan ks, kita. be-
raksi, kita melakukan aksi, mer-
eka bereaksi,” tambah Moeldoko,
Dia pun mengimbau masyarakat
agar tidak merasa khawatir ber-
lebihen (did)
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